WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954 /Kep.4063-BKAD /2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

Menimbang

Mengingat

a.

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara  Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung telah
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung
Nomor 954/Kep.003-BKAD/2025 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Wali
Kota Bandung Nomor 954 /Kep.3331-BKAD /2025, yang
dalam perkembangannya terbit Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 821.2/Kep.4052-BKPSDM /2025
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung serta terdapat usulan
perubahan pejabat dan pengelola keuangan dari
Perangkat Daerah, berdampak pada penggantian
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung sehingga Keputusan Wali
Kota dimaksud perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara  Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 704 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
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MEMUTUSKAN:

Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bandung.

Susunan Pejabat dan Uraian Tugas, Wewenang dan
Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD
terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau
berhalangan maka Wali Kota menetapkan pejabat untuk
pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-
BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
954 /Kep.831-BKAD /2025, Keputusan Wali Kota Bandung
Nomor 954/Kep.1022-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 954/Kep.1107-BKAD/2025, Keputusan
Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1337-BKAD/2025,
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1483-
BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
954 /Kep.1497-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung
Nomor 954/Kep.1517-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 954/Kep.1571-BKAD/2025, Keputusan
Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.1581-BKAD/2025,
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.2067-
BKAD/2025, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
954 /Kep.2083-BKAD /2025, Keputusan Wali Kota Bandung
Nomor 954/Kep.2577-BKAD/2025, Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 954 /Kep.3314-BKAD /2025 dan
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.3331-
BKAD/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku kecuali mengenai
penggantian pejabat pada jabatan Pengelola Keuangan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali
Kota ini.
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KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.




